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Abstrak

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai tindak kejahatan,
termasuk tindak pidana persetubuhan atau pencabulan. Perlindungan hukum
terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi aspek penting dalam sistem hukum
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum
bagi anak korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan serta efektivitas
implementasi regulasi tersebut dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pencegahan,
penindakan, serta rehabilitasi bagi korban. Namun, dalam implementasinya, masih
ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum,
minimnya sarana dan prasarana, serta faktor sosial yang mempengaruhi keberanian
korban dalam melapor. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan
kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi peran lembaga perlindungan anak,
serta peningkatan edukasi masyarakat guna mendukung perlindungan yang lebih
efektif bagi anak korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan.
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PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap
berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana persetubuhan dan
pencabulan.(Error! Reference source not found.2024) Tindak pidana ini bukan hanya
melanggar hak asasi anak, tetapi juga berdampak serius terhadap perkembangan
psikologis, sosial, dan masa depan korban. Dengan demikian, negara bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak guna terhindar dari
ancaman kejahatan.( Error! Reference source not found.2013)

Undang-undang perlindungan anak mengatur hak-hak anak dan memberikan
ketentuan terkait upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam
regulasi tersebut, terdapat mekanisme hukum yang mencakup aspek pencegahan,
penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan korban. Namun, meskipun telah ada
aturan yang cukup komprehensif, masih terdapat berbagai kendala dalam
implementasi.(Error! Reference source not found.)

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain lemahnya penegakan hukum
akibat kurangnya pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, rendahnya
tingkat pelaporan kasus akibat tekanan sosial dan budaya, serta kurangnya fasilitas
pemulihan bagi korban. Selain itu, dalam praktiknya, banyak kasus yang tidak
terungkap karena ketakutan korban maupun keluarganya untuk melapor akibat
ancaman dari pelaku atau faktor sosial lainnya.(Error! Reference source not found.)

Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap
berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana persetubuhan dan pencabulan.
Tindak pidana tersebut tidak hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga berdampak
serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan korban. Oleh sebab
itu, Negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum kepada
anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam lingkungan

yang aman serta bebas dari ancaman kejahatan.(Error! Reference source not found.)
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Kasus terbaru yang menjadi perhatian publik adalah kasus kekerasan seksual
yang melibatkan anak di lingkungan sekolah, tempat tinggal, hingga keluarga
sendiri.(Error! Reference source not found.) Tidak sedikit pelaku merupakan orang-
orang terdekat korban, seperti guru, saudara, tetangga, bahkan orang tua kandung.
Faktor-faktor seperti ketakutan korban untuk melapor, tekanan sosial dari keluarga,
serta kurangnya edukasi mengenai hak-hak anak membuat banyak kasus tidak
terungkap. Selain itu, masih terdapat praktik penyelesaian kasus secara kekeluargaan
yang justru merugikan korban dan menghambat proses penegakan hukum terhadap
pelaku.(Error! Reference source not found.)

Undang-undang perlindungan anak mengatur hak-hak anak dan memberikan
ketentuan terkait upaya perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Dalam
regulasi tersebut, terdapat mekanisme hukum yang mencakup aspek pencegahan,
penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan korban.(Error! Reference source not
found.)

Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain lemahnya penegakan hukum
akibat kurangnya pemahaman aparat terhadap peraturan yang berlaku, rendahnya
tingkat pelaporan kasus akibat tekanan sosial dan budaya, serta kurangnya fasilitas
pemulihan bagi korban.( Selain itu, dalam praktiknya, banyak kasus yang tidak
terungkap karena ketakutan korban maupun keluarganya untuk melapor akibat

ancaman dari pelaku atau faktor sosial lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang
berfokus studi terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-
prinsip hukum terkait perlindungan anak korban tindak pidana persetubuhan dan
pencabulan Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang mencakup

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa jurnal hukum, buku, serta
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penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap anak korban
kekerasan seksual; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia
yang mendukung pemahaman konsep hukum yang digunakan. Metode
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan

menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang anak termasuk dalam kategori
pelanggaran hukum. Dan menjadi permasalahan hukum yang kompleks karena
melibatkan dua aspek penting, yaitu perlindungan hak anak sebagai pelaku dan
perlindungan hak anak sebagai korban. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang
melakukan tindak pidana tetap dapat diproses secara hukum, tetapi dengan

pendekatan yang berbeda dari orang dewasa.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU SPPA, anak yang melakukan tindak pidana
wajib diupayakan diversi, kecuali untuk kejahatan berat seperti pembunuhan dan
kejahatan seksual yang mengakibatkan korban mengalami luka berat atau kematian.
Jika diversi tidak tercapai, maka proses peradilan pidana tetap dilakukan dengan

memperhatikan batasan pidana yang lebih ringan dibandingkan orang dewasa.

Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum bagi anak yang melakukan
pencabulan adalah pembatasan usia pertanggungjawaban pidana. Dalam Pasal 1 ayat
(2) UU SPPA, batas usia minimum anak yang dapat diproses secara pidana adalah 12
tahun. Jika pelaku berusia di bawah 12 tahun, maka anak tidak bisa diproses pidana
dan hanya bisa dikenakan tindakan oleh lembaga sosial atau lembaga pembinaan.
Sementara itu, anak yang berusia 12 hingga 18 tahun tetap dapat diproses secara
hukum, tetapi dengan ketentuan hukuman yang lebih ringan dan berorientasi pada
pembinaan.
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Dalam praktiknya, sanksi pidana bagi anak yang terbukti melakukan pencabulan
dapat berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pelatihan
kerja, kewajiban mengikuti program pendidikan, atau pengawasan oleh pihak
berwenang. Sebagai contoh, jika ancaman hukuman bagi orang dewasa adalah 10

tahun, maka anak hanya dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun.

Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dalam UU SPPA juga memberikan
peluang penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui mediasi antara pelaku, korban,
keluarga, juga pihak terkait lainnya. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk
memastikan pemulihan bagi korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku anak
untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman yang merusak masa depan

mereka.

Akan tetapi, penerapan aturan ini masih menghadapi berbagai kendala, salah
satunya adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme
diversi, stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana, serta keterbatasan fasilitas
pembinaan bagi anak yang menjalani hukuman. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, edukasi kepada masyarakat, serta
optimalisasi peran lembaga perlindungan anak agar proses hukum terhadap anak
yang melakukan pencabulan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan

perlindungan hak anak.

B. Penerapan Diversi dalam Perkara Tindak Pidana Terhadap Anak

Dalam praktiknya, diversi hanya dapat diterapkan apabila memenuhi syarat
tertentu. Dengan demikian, diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak
pidana berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau kejahatan lainnya yang
memiliki ancaman pidana tinggi. Tujuan utama dari diversi adalah untuk
menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak, mencegah stigma

sosial, memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, serta
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menanamkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme

penyelesaian yang lebih humanis.

Regulasi ini mengatur mekanisme diversi secara lebih rinci, termasuk
kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak
melalui mediasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pelaku, korban, keluarga,
tokoh masyarakat, serta pejabat yang berwenang. Dalam prosesnya, diversi dilakukan
melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan antara korban dan pelaku,
yang kemudian dapat berupa ganti rugi, rehabilitasi, kerja sosial, atau bentuk

penyelesaian lainnya yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Namun, implementasi diversi dalam praktik masih menghadapi berbagai
kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai
mekanisme diversi, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara
anak, serta kurangnya fasilitas pendukung bagi program pembinaan anak yang
menjalani diversi. Selain itu, tidak semua korban atau keluarganya bersedia untuk
melakukan penyelesaian melalui diversi, terutama dalam Kkasus-kasus yang
menimbulkan trauma mendalam. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat
penegak hukum, masyarakat, serta lembaga perlindungan anak untuk memastikan
bahwa pelaksanaan diversi benar-benar memberikan manfaat bagi anak pelaku,

korban, serta masyarakat secara luas.

Dalam penerapannya, diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak,
termasuk aparat penegak hukum, keluarga anak, korban, serta tokoh masyarakat
yang memiliki pengaruh dalam lingkungan anak. Mekanisme diversi bertujuan untuk
mencapai kesepakatan penyelesaian yang menguntungkan semua pihak, di mana
keputusan yang diambil dalam proses ini harus mencerminkan rasa keadilan bagi
korban sekaligus memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk memperbaiki

kesalahannya.
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Secara teknis, diversi dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan
anak yang berhadapan dengan hukum, korban, keluarga, penasihat hukum, pekerja
sosial, serta lembaga yang menangani perlindungan anak. Hasil dari musyawarah ini
dituangkan dalam perjanjian yang harus disepakati oleh semua pihak dan dapat
mencakup bentuk penyelesaian seperti ganti rugi, rehabilitasi, kerja sosial, atau
kewajiban mengikuti program pembinaan tertentu. Apabila kesepakatan diversi
tercapai, maka perkara tidak akan dilanjutkan ke tahap peradilan, sehingga anak

dapat terhindar dari stigma negatif serta dampak buruk dari sistem pemasyarakatan.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan diversi dalam sistem
peradilan pidana anak masih melawan berbagai tantangan. diantaranya kendala
utama yaitu kurangnya pemahaman juga kesiapan aparat penegak hukum dalam
menerapkan prinsip keadilan restoratif. Tidak semua aparat kepolisian, jaksa, dan
hakim memiliki perspektif yang sama dalam melihat pentingnya diversi, sehingga
masih terdapat kasus di mana anak pelaku tindak pidana tetap diproses secara
konvensional hingga dijatuhi hukuman penjara. Selain itu, tingkat kesadaran
masyarakat terhadap diversi masih rendah, terutama dalam kasus-kasus yang
melibatkan kejahatan yang dianggap berat. Beberapa korban atau keluarganya
cenderung menolak penyelesaian di luar pengadilan karena merasa bahwa diversi

tidak memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain aspek hukum, keberhasilan penerapan diversi juga bergantung pada
dukungan sosial dan kelembagaan. Di banyak daerah, masih terdapat keterbatasan
dalam fasilitas dan program pembinaan bagi anak yang menjalani diversi, seperti
kurangnya tenaga pendamping, minimnya program rehabilitasi berbasis komunitas,
serta kurangnya koordinasi antara lembaga perlindungan anak dan aparat penegak
hukum. Padahal, dalam berbagai penelitian, diversi yang dijalankan dengan baik

terbukti dapat menekan angka residivisme anak dan memberikan peluang bagi
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mereka untuk kembali ke masyarakat tanpa mengalami stigma sosial yang

berkepanjangan.

Untuk mengoptimalkan penerapan diversi, perlu dilakukan berbagai langkah
strategis, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami
dan mengimplementasikan keadilan restoratif, penyuluhan hukum kepada
masyarakat mengenai pentingnya diversi sebagai solusi yang lebih efektif bagi anak
yang berhadapan dengan hukum, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur
yang mendukung proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, sinergi
antara lembaga perlindungan anak, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta
komunitas sosial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa diversi benar-benar
dijalankan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu melindungi kepentingan terbaik bagi
anak tanpa mengabaikan hak-hak korban. Dengan adanya komitmen bersama dalam
menerapkan sistem peradilan pidana anak yang berbasis keadilan restoratif,
diharapkan diversi dapat menjadi solusi yang lebih humanis, efektif, dan
berkelanjutan dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak di

Indonesia.

KESIMPULAN

Merujuk pada uraian yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulkan

sebagai berikut:

1. Dalam sistem peradilan anak, pendekatan yang digunakan berbeda dengan
peradilan orang dewasa, karena mengutamakan keadilan restoratif dan
pembinaan daripada sekadar penghukuman. Anak yang melakukan tindak
pidana tetap dapat diproses hukum, tetapi dengan sanksi yang lebih ringan dan
dalam bentuk pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA),
pelatihan kerja, atau program edukasi. Selain itu, UU SPPA membatasi

hukuman pidana bagi anak hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa,
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dengan harapan dapat menawarkan peluang bagi Anak dalam upaya
melakukan perbaikan diri tanpa mengalami Konsekuensi merugikan dari sistem

peradilan.

2. Diversi merupakan suatu mekanisme yang bertujuan Guna memindahkan
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar
pengadilan demi melindungi kepentingan terbaik anak. Diversi diatur dalam
UU SPPA dan Harus diusahakan pada tahap penyidikan, penuntutan, serta
proses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus-kasus yang ancaman
hukumannya di bawah tujuh tahun serta bukan tindak pidana berulang. Melalui
diversi, anak dapat menyelesaikan perkaranya dengan korban melalui
musyawarah dan kesepakatan, seperti ganti rugi, kerja sosial, atau rehabilitasi,
sehingga mereka dapat terhindar dari stigma sosial akibat proses peradilan.
Namun, pelaksanaan diversi masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya
pemahaman aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta
keterbatasan fasilitas pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana. Oleh karena
itu, diperlukan sinergi antara aparat hukum, lembaga perlindungan anak, dan
masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan diversi sebagai solusi yang lebih

humanis dan efektif bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
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